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BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR ¢ TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN EEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan
keuangan Desa vang efisien, efektif dan tertib sesual peruntukanmya
dalam upaya pencapaian tujuan dan pemanfaatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdyaan masyarakat, perlu pengaturan pengelolaan keuangan
Desa;

*

b.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati
Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pertu ditinjau kembali;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat @I dalam wilayah Daerah-Daerah
tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611};

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DANA DEBSA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

%

2.
3.
4

n

10.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
Daerah adalah Kabupaten Sumba Barmat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah
Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa,

Camat adalah Camat di Kabupaten Sumba Barat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan wyang anggotanya
merupakan waldl dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat REJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
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Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 {satu) tahun.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalha
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiavai penyvelenggarsan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan
yvang masih hidup dan Prakarsa desa atau Prakarsa masyarakat desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa vang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan Prakarsa masyarakat desa.

Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembanpgunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa
yvang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya Desa dalam rangka mencapai tujuan PembangunanDesa.

Pembangunan Partisipatil adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
vang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam)
tabhun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yvang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayail dengan
Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang
khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang
dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Katashanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional vang direkrut oleh
Kementerian yang bertugas pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan,
Kabupaten dan Provinsi.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produkiif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal
untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan,
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi
COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona
Virus Disease 2019 (COVID 18) yang mengancam dan mnengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, schingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan
atau psikologis manusia.

Desa Aman Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Desa Aman
COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah
Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol
Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga
penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa
adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan,
desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli
lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjgjaring,
dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.
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Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan
hukum vang didirikan cleh desa dan /atau bersama desa-desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita)
akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial
yvang tidak memadai terutama dalam 1000 [seribu)] Hari Pertama Kehidupan
(1000 HPE), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah kesehmruhan kegiatan yvang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuvangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank

Sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan coleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa vang menampung seluruh penerimaan
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yvang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjuinya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi vang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang
membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yvang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan cleh Kaur/Kasi.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan /atau penyedia barang/jasa.

Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat 3PP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.



48. Surat Perintah Membayar yvang selanjuinya disingkat SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk
mencairkan dana vang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selgjutnya disingkat SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah
membayar.

50. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan
keuangan di Desa.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi Pemerintah
Desa dalam memudahkan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partissipafif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Selain dikelola berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, efektif,
efisien, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

(3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada avat (1),
mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa;

menetapkan PKKD;
menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
menyetujui RAK Desa; dan
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menyetujui SPP.



[3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkal Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan Sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa.

Pasal 5
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas :

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur Keuangan;

Pasal 6

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertugas
sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijjakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan
Perubahan APB Desa;

¢. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB
Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain vang menjalankan tugas
PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

{3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai

tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB
Desa.

Pasal 7
(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertugas sebagai
pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.
(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Kasi Pemerintahan;
b. Kasi Kesejahteraan; dan

c¢. Kasi Pelayanan.




Pasal 17

(1) Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,
dibagi dalam sub bidang :
a. penyelenggaraan belanja penghasilan  tetap, tunjangan dan

operasional pemerintahan Desa;

sarana dan prasarana pemerintahan desa;

administrasi kependudukan, pencatan sipil, statistic dan kearsipan;

tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b,
dibagi dalam sub bidang :

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;

perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan
i. pariwisata.

{3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurul ¢
dibagi dalam sub bidang :

I
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a. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan,
c. kepemudaan dan olah raga;dan
d. kelembagaan masyarakat.
{4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang :
kelautan dan perikanan;
pertanian dan perikanan;
peningkatan kapasitas aparatur desa;,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
koperasi, usaha mikro kecil dan mencegah;
dukungan penanaman modal,dan
g. perdagangan dan perindustrian.
(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e,
dibagi dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.
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Pasal 18

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan
ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa
Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode
rekening yang sama;

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercamtum
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan
kode 90 sampai dengan 99.



(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala
Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang
anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan
lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per serratus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas :
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
b. belanja tak terduga.

Pasal 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan
lain, dan pembayaran jaminan sosial bagl Kepala Desa dan perangkat desa
dengan tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3] Belanja Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan AFB
Desa.

Pasal 21

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b,
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipunakan antara
lain untuk :

a. operasional pemerintah desa;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi /rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

operasional BPD);

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

pemberian barang pada masyarakat /kelompok masyarakat.

(3) ].nsentlf Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta
pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf f, dilakukan untuk menunjang kegiatan desa.
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Pasal 22

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah asset.

{2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 23

(1) Belanja  tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d,
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan keadaan mendesak yvang berskala lokal desa.

(2) Belanja  untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan
tidak dapat;

b. dipredikasikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada diluar kendali pemerintah desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial.

{(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

(D) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer yang dianggarkan dalam bentuk belanja
bahan makanan, obat-obatan, selimut dan/atau kebutuhan pokok lainnya
yvang langsung digunakan.

(6) Pertanggungjawaban kegiatan bidang keadaan mendesak antara lain :

a. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kejadian bencana;
b. Daftar penerimaan;

d. Laporan kejadian bencana; dan

e. Dokumentasi kejadian bencana.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 24

{1) Pemmbiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

{2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayvaan.



Pasal 25

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf a, meliputi :

a. SILPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

¢. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit
meliputi  pelampauan  penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesal atau
lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan
kekayaan desa vang dipisahkan.

Pasal 26

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf b, terdiri atas -

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pasal 27

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

{2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :

&. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

b. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
c. sumber dana cadangan; dan

d. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

Kepala Desa.
Pasal 28

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa vyang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau
kekayaan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan wyang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayvaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dalam bentuk tanah
kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.



(4) Penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila desa mengalami
surplus anggaran pada tahun sebelumnya.

(5) Penyertaan modal kepada BUM Desa dapat dilakukan untuk meningkatkan
taraf perekonomian masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, membantu
peningkatan PADes serta mampu mendukung pengembangan potensi desa.

(6) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan
penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dalam APB Desa setelah adanya
proposal rencana penggunaan dana dan peruntukan penyertaan modal.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
a. perencanaan,
b. pelaksanaan;
¢. penatausshaan;
d. pelaporan;dan
€. pertanggungjawaban.
Pasal 30

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dilakukan dengan basis kas.

(2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan darn rekening kas desa.

(3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan
system informasi yang dikelola kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 31

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati setiap tahun.

(3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat :

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan

RKP Desa;

prinsip penyusunan APB Desa;

kebijakan penyusunan APB Dess;

teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.

(4} Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
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Pasal 32

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagammana dimaksud
pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB
Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaran pemerintahan desa dengan menggunakan pagu sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagal dasar pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

(1) Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling
lambat 3 (tiga hari) sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati dalam  melakukan evaluasit berpedoman dengan panduan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan deokumen paling
sedikit meliputi :

4. surat pengantar;

rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;

peraturan desa mengenai RKP Desa;

peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan local berskala dess;

peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

berita acara hasil musyawarah BPD.
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Pasal 35

(1) Bupati dapat mengundang kepala desa dan/atau apparat desa terkait
dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
keputusan Bupati dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 {dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wakiu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud
berlaku dengan sendirinya.




(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnva Kepala Desa menetapkan
menjadi peraturan desa.

(5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg,
kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa Bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa
dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa menjadi
Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan keputusan
Bupati.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya kepala desa Bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan
dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa/Perubahan APB Desa kepada Camat dan/atau Tim yang ditunjuk oleh
Camat.

Pasal 38

(1)Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APB Desa.

{(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.

(3)Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang
APB Desa.

(4) Kepala Desa menyvampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 39

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenali APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.



Pasal 40

e (1) Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
a. penambahan danfatau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun anggaran berjalan;
b.sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatandan antar jenis belanja;dan
d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berialan,
| (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa.
Pasal 41

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
obyek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum  dilaksanakan  tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenal APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan
APB Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 43

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank
yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur
keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas
desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan
apecimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan.



Pasal 44

(1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan
Kepala Desa kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan
tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian
penyaluran dana transfer.

(4) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(3) Uang tunai yang dapat disimpan dikas bendahara untuk kebutuhan
operasional pemerintah Desa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Kepala Desa menugaskan kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa
tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rencana kegiatan dan anggaran desa;
b. rencana kerja kegiatan desa; dan
¢. rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana kegiatan dan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yvang telah dianggarkan.

(4) Rencana kerja kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana
kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merinci
satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris
Desa.

Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau
perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadinya perubahan
kegiatan, Kepala Desa menugaskan kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan

b. Rencana anggaran biaya perubahan.



(3] Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPPA kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari
kerja selelah petugasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

(4) Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Pasal 48

(1) Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang
diajukan kaur keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi sekretaris
desa.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas
untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala
Desa.

Pasal 50

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua
pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan
pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal 51

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

{2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

{3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala
Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbul penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap
Tindakan pengeluaran sehagaimana dimaksud pada avat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mentatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesual
dengan tugasnya,



Pasal 52

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui
Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pengadaan melalui swakelola dan /atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa didesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Pasal 53

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercamtum dalam
DPA dengan nominal sama benar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

(1) Penggunaan anggaran vang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan
untuk disimpan dalam kas desa.

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan  Kasi pelaksana  kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
sekretaris desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa keseualan bukti transaksi pembayaran dengan
pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

{6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.




Pasal 55

(1) Pengagjuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
a. pernyataan tanggungjawab belabnja;dan
b. buktl penerimaan barang/jasa ditempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris
Desa berkewajiban untuk :
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercamium dalam permintaan pembayaran;
¢. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi
yang dilakukan oleh sekretaris desa,

(5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan darn Kepala Desa.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling
lambat 7 (hari) hari kerja sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 57

(1) Kaur dan fatau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan
dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalhai
Sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi
vang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 58

(1) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja
desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan yang berlaku.

{2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi pengeluaran
kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal.

(4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 59

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dari
Pasal 26 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 60

{1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a, digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada
tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Kembali
rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai
kegiatan vang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/ataun Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan desember tahun
anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang
akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan vang belum
selesal atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 61

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf b, dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a, dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(2] Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meruapakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah

ditetapkan dalam peraturan desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.



Pasal 62

{1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dicatat
pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 63

{1)Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

(1) Kaur kenangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c,
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas desa dengan cara :
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan
a. disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 66

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui
oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang digjukan oleh Kasi pelaksana
kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.




(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai dilakukan
secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kwitansi
penerimaan.

(6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh kaur keuangan.

(7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

Pasal 67

(1) Buku kas umum yang ditutup setia akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3), dilaporkan oleh kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk
disetujui.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 68

1} Ke a Desa menvampal aporan sanaan esa  semesler
vampaikan lap pelak APB D
pertama kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan,

(3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua
bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 70
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Paling lambat 3 (liga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.



L]

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, disertai dengan !
a. laporang keuangan, terdiri atas :
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke desa.

Pasal 71

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
merupakan bagian dari laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling
lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pagal 72

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diinformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

laporan realisai APB Desa;

laporan realisasi kegiatan;

kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

sisa anggaran; dan

alamat pengaduan.

A7 B

Pasal 73

Format kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Ewvaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK
Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran,
DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas Umum, Kwitansi, laporan Pelaksanaan APB Desa semester
pertama, dan laporan pertanggungjawaban tercamtum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

(1) Bupati wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa.

(2) Bupati membentuk tim pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
yang terdiri dari perangkat daerah.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Camat diwilayah masing-masing dan oleh APIP.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang
ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alckasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.
Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 76

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran adminstratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 77

(1) Sanksi diberikan bagi desa yang tidak dapat memenuhi dan/atau
melaksanakan tahapan dan penggunaan keuangan desa sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sanksi adminstratif berupa
penundaan penyaluran dana ke desa dan pengurangan dana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pengaturan pengelolaan keuangan desa berlaku mutatis mutandis terhadap
pengelolaan keuangan Desa Adat.,

Pasal 7%

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang
ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn.

(2) Pelaksaaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya

lainnva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 80

Kerugian Desa vang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pa=sal 81

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sumba Barat
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tangeal. 6 aprie 2013

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, {; Apriv 2007 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,2 /
td AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

YERMIA NDAPA DODA NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR (0



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

..............................

..............................

: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan

Contoh Format Kode Rekening

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelen aan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
mencalup:

1l 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
gerasional Pemerintahan Desa (M aksimal 30 % untuk kegiatan 1 -7)

1] 1] 01 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1] 1] 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1] 1] 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkal Desa

L] 1] 04 |Penyediman Opera sional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD)

perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

—

[

05

Penyediaan Tunjangan BPD

06

Penyediaan Operasional BPD (Rapat -rapat (ATK, makan -minum), perlengkapan|
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

07

Penyedigan Insentif/Operasional RT/RW

90-99

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan|
Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

01

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

02

Pemeliharaan Gedung{?ranamna Kantor Desa

03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa™

ba] ba| b3 b B2

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

[

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan)|
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan|
potensi desa)**

03

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

04

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

05

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

AL faf Lol o

Q90-99

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil |
statistik dan kearsipan*

.S

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

oY

01

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes /Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

02

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Y

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

-8

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

05 |

Pengelolaan /Administrasi/ Inventarisasi] Penilaian Aset Desa

06

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan /Keuangan)

o7

Penyusunan ran Kepala Desa/Penyelen Pemerintahan Desa
Ligpomn alchir un anggaran, laporan masa ja batan, laporan
terangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

08

Pengembangan Sistem Informasi Desa

als

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desal

[Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dl 1)**




10

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kmui]a_',raharq
dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

11

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan penginman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan
dan pelaporan*®

Sub Bidang Pertanahan

a1

Sertifikasi Tanah Kas Desa

=

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agend a
Pertanahan)

03

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

04

Mediasi Konflik Pertanahan

05

Penyuluhan Pertanahan

06

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBRB)

07

Penentuan /Penegasan /Pembangunan Batas/Patok Tanah Des a **

e T

ol |l en|en|en] e | enfen

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan®

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam|
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain -lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Sub Bidang Pendidikan

o1

Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non -Formal Milik Desa**
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

02

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

o4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa /
Sanggar Belajar Milik Desa **

0s

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa™

06

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana /Alat]
PeragaEdukatif (APE| PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non -Formal Milik
DEBB.“

a7

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

]

0s8

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku -buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

=

09

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

10

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi

|

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

b3 | ba halba| b2

b3 | b2

Sub Bidang Kesehatan

01

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat -obatan;
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Tbu Hamil, Kelas Lansia,
Insentil Kader Posyandu)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Ten
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 3331

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

05

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tin gkat desa

06

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarpa Balita (BKB)

o7

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

B | b2 D BT | B | b

Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan /Pengadaan Sarana/Pras arana
Posyandu /Polindes /PKD **

b3

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01

Pemeliharaan Jalan Desa

02

Pemeliharaan Jalan Lingkungan [-"ermukimanfﬂmlg

03

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

HMNMMI b b B 0D o [ B2 | b2 ba b

Laf L] L) Ca] W

Pemeliharaan Jembatan Milik Dess




21 3| 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong -gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan lain)

2] 3| 06 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2| 3| g7 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
Milik

2| 3| 08 |Pemeliharaan Embung Milik Desa

2] 3| 09 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

2] 3] 10 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

2| 3| 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman / Gang **

2| 3] 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **

2| 3| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

2| 3| 14 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong -gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

2] 3| 15 |Pembangunan/ Rchahﬂitasif?minggamn Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

2| 3| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs

___|Bersgjarah Milik Desa/Petilasan

2] 3| 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

2] 3| 18 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2] 3| 19 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** =

2] 3] 20 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

2| 3 ]90-99}lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang®

21 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2| 4| Ol |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2| 4| 02 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

2| 4| 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dlil)

2| 4| 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (p ipanisasi, dll}

2| 4| 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goreng -gorong, Selokan, Parit, dll., diluar
prasarana jalan)

2] 4| 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil

2| 4| 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
Bank Sampah, dll =

2] 4| 08 'I;"mnctihmaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air imbah Rumah

angea) i

2| 4| 09 |[Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

2] 4] 10 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2| 4| 11 |Pembangunan/Rehab ilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll}**

2| 4| 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll) **

2| 4| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Pening katan Sanitasi Permukiman {Gorong -gorong,
Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) =*

21 4] 14 gﬂcmbangunanf Rehabilitas /Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,

2| 4] 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Fasilitas Pengelolaan  Sam
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dli)**

2| 4| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** N

2( 4| 17 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik
Desa™

2| 4 |90-99]lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*®

2] 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2| 5| 01 [Pengelolaan Hutan Milik Desa

2] 5] 02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

2 5| 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadara n tentang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

2| 5 |90-99]lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*




Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

01

Pembinaan Lembaga Adat

02

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03

Pembinaan PKK

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

sl alalalels

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

B ] R ) ] R

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub -bidang dan kegiatan yang
iarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dal
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: a_m1

Sub Bidang Kelauta n dan Perikanan

o1

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

02

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

= o] =

03

Pembangunan fRehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik

Desa**

Pembangunan / Reheai]itasi / Pmingkatan_Felabuhan Perikanan Sungai /Kecil
Milik Desa**

a5

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)

06

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan|
Darat /Nelayan **

—

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan®

B2

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

]

01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dl)

02

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)

03

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dl)

04

Pemeliharan Saliran Irigasi Tersier/Sederhana

b BRI BRI B2

05

Pelatihan /Bimtek f Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian / Peternakan *

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan®

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

03

Peningkatan kapasitas BPD

Lof Lo Lo o Lo

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

0z

Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

£lalslals

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

01

Pelatihan Manajemen Pengelola an Koperasi/ KUD/ UMKM

tnjLnlen

02

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Koperasi

o

03

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non -
Pertanian

o

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usa ha Kecil dan Menengah*

A e sl alalsl (elelalala] [slelslales]l (& alals] s plel |8 Y S -h"-p-h-h-h

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

FNENES

o} Bl ] Bayl

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

| ———

lain-lain kegiat:m sub bidang Penanaman Modal*




Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

o1

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

02

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

03

Pengembangan Industri kecil level Desa

£lelalele
=3 | ~a| ~af ~3| —|

04

Pembentukan Fasilitasi / Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, ng, industri rumah tangga, dll) **

7 90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak:

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

00

Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darura

00

Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

ienjen|an|en| gn
Cad | Cad [0 | B |oms | =

00 Keadaan mendesak

* ={Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten /Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata
Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)




Contoh Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening L'mm

a b c d

<4 PENDAPATAN

B 1 Pendapatan Azl Desa

- 1 1 |Hasil Usaha

4| 1] 1] 01 |Bagi Hasil BUMDes

4| 1 | 1 [9090)Lainlain

4 1 2 Hasil Aset

4] 1| 2| 01 [Pengelolaan Tanah Kas Desa

4 1 2 02 [Tambatan Perahu

4 1 2 03 |Pasar Desa

4 1 2 04 [Tempal Pemandian Umum

4 | 1| 2| o5 paringan Irigasi Desa

4| 1 | 2] 06 [Pelelangan Tkan Milik Desa

4| 1| 2| 07 [Kios Milik Desa

4 1 2 08 |Pemanfastan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Degg-

4 1 2 190-99 Lain-lain

4 1 3 Pwaldaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 ] 01 Bwadaya, partisipasi dan gotong royong

4 | 1 | 3 [90-99)iain-inin Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 94 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

4 1 L a1 asil Pungutan Desa

4 1 % |90-99 [Lam-lain

4| 2 pnsicr

4]l 21]1 [Dana Desa

4 2 1 01 [Dans Dess

4 2 2 [Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota

4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten /kota

4 2 3 Alokasi Dana Desa

4 2 3 01 Wokasi Dana Desa

4 2 4 [Bantuan Keuangan Provinsi

4| 2 | 4 | 01 |Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4 2 4 190-99 [Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4 2 5 Haniuan Keusngan A PBED Kabupsten,/Kota

4 2 =] 01 Pantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

4 2 5 }90-99) Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

4 3 Pendapatan Lain -lain

4 a 1 Fenerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4 3 | 01 imaan dari Hasil Kerjasama anta r Desa

4| 3] 2 [Penierimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

4| 3| 2| 01 |Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

4| 3 a |Penerimann dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

4 | 3 3 011 |Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang b erlokasi di Dess

4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4| 3| 4| 01 [Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

413| 5 i kesalahan belanja tahun -tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan

di kas Desa A tahun an berjalan

1 3| 2 01 ksl kesalahan belanja tahun -tahun enggaran sebelumnya vang mengakibatkan penerimaan di
Desa pada tahun anggaran beralan

+ 3 6 I.'I:.‘unga Bank

4|3 [0 | 01 |BungaBank

4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa vang sah

41 3 | 9 |90-99 |Lain-lain pendapatan ﬂm}'n.ﬂ;snh

5 BELAMN.JA

3 1 Belana PI:.EB.WEJ

5 1 1 |Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5] 1] 1| 01 [Penghasilan Tctap Kepala Desa

5| 1 | 1] 02 [Tunjangan Kepala Desa

a 1 1 |90-99 [Penerimann Lain Kepala Desa yang Sah

5|1 ]2 [Penghasilan Tetsp dan_Tunjangan Perangkat Desa

5] 1] 2| 01 |Penghasilan Tetap Perangkat Desa




wn

b2

02

Tunjangsn Peranglcat Desa

o

]

Penerimaan Lain Peranglat Desa yang Sah

] aminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

o1

] aminan Kesshatan Kepal a Desa

02

I aminan Kesshatan Peranpgkat Deaa

Lo | da | Lo | Lo

03

L aminan Ketenagekerjaan Kepala Deaa

)] aminan Ketenagakerjasn P:ranEE.t Desa

wijinjnfun]onlen

Tunjangan BPD

wn

01

Tumeangan Kedudulkan BPD

E- 0 -

02

Tunjangan Kinerja BPD

B ] o o i i | i f ] e

Belanja Barang d an J asa

Belanja Barang Perlengkapan

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

Belanja Perlengkapan Alat -alat Lisirik

Sijunjenfin|anon

Belanja Perlenpkapan Alat -alat Fumah Tangga /Peralatan dan Bahan Kebersihan

Belan ja Bahan Bakar Minyak /Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandasn - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

Helanja P:rlmgkapﬂn Barang Konsumesi (Makan/minam) - Belanjs Barang Konsumsi

Belania Ba han /Material

Lol e SR e R A

Belanja Bendera/Umbul -umbul / Spandulk

Helanja Pukaisn [Hnas/Scragam / Atribut

Belanja Obat -obatan

Helanja Pakan Hewsan/lkan, Obat -obatan Hewan

Belanja Pupuk f Obat -obatan Pertanian

B ba | B B B2

Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

]

Belamja J asa Honorarium

Belangs J ase Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

|Belanja J esa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

[0 EXR USR] el F B Wl ES e Il EN o Rl D e A

Belanja J asa Honcorarium [ Insentif Pelayanan Desa

|Belanja J asa Honorarnum Ahlif Profesi f Konsultan { Nerasumber

A b 15 b=

IErJ.u.njﬂ J asa Honorarium Petugas

o0-99 bfl-cl.a.ujﬂ J asa Honorarium Lainnya

[Belanja Perjalanan Dinas

01

IBchmja Perjalanan Dinas Dalam Kabupeaten/Kota

ajujen|njjenjanjnjenjenjonjon jonjdnjinfanjonjon|dnlen

Bl bd | b3 B3 fba | b | B3 | b3 | b2

G| Ga |3 B ba | b

02

IBelan ja Perjalanan Dinas Luar Kebupaten / Kota

03

|Belanja Kursus/Pelatihan

tﬂciu.nja J asa Sewa

01

[Belanja J asa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang

02

[Belanja J asa Sewa Peralatan /Perlengkapan

03

h:lclﬂnja J asa Sewa Sarana Mobilit as

90-99 [Belanja J asa Sewa Lainnya

heianja Operasional Perkantoran

01

[Belanja J asa Langpanan Listrik

|Belanja J asa L&nw Air Bersih

hdanja «J ass Langganan Majalah fSurat Kabar

Beianja J asa Langganan Tel epon

Helama J asa Langﬁman Internet

02
03
04
05
05

Delanja J asa Kurirf PosfGire

o7

Belanga J asa Perpanjangan [jin/ Pajak

90-99

Helama Operasmonsal Perkantoran Lainmya

Belanja Pemeliharaan

[ ESR USRS S0 DS SR R RS ) LR GRS AR S A §

01

Helanja Pemeliharaan Mesin dan P ermiatan Berad

02

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotar

LS s

03

Belamja Pemeliharsan Peralatan

04

Helanja Pemeliharsan Bangunan

05

Helania Pemeliharean J alan

mjwmitnlenjon|cnjenjen|enjoaffonencefinjinanj@ijoninion

06

Helania Pemeliharsen Jembatan

&

SRR RS

S| || |n|enjnjeafanjenionfonfon | () A]lb )

07

ja

Pemeliharasn Ir igasfSsluren Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah,

pahan, dll)

08

Belanja Pemeliharaan J aringan dan Instalasi {Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dli

90-99 [Belanja Pemeliharann Lainnya

IBL-lnnja Barang dan J asa yan g Diserahken kepada Masyaraloat

e eh|en

LSl e

el e -l

01 IEl:i.n.nja Bahan Perlemgkapan yveng Diserahkan ke masyarakat




5| 2 | 7 | 02 Belanjs Bantuan Mesin/Kendaraasn bermotor f Peralatan yang diserahkan ke masyarakai
: 5 2 7 03 Belanja Bantuan Banpunan yvang discrahkan ke masyarakat
" 3 2 7 04  |Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakal Miskin

a 2 T 05 |Belanja Bantuan Bibil Tanaman /Hewan fTkan

5 2 7 |90-99 [Belanja Barang dan J asa yang Dissrahkan kepada Masyarakat Lainnya

5| 3 |Belanja Modal

|Belanja Modal Pengadaan Tanah
01 |Belanja Modal Pembebasarn/Pembelian Tanah
02 Ililcl.nnju Modal Pembayaran Honorarium Tim Tansh
03 |Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
04 }Br_lﬂ.l:lju Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
05 |Belanja Modal Pe rjalanan Pengadaan Tanah
90-99 Belanja Modal Pengadasn Tanah Lainnya
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
01 [Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
02 anja Motal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
03 [Belanja Modal Peralatan Komputer
04 |Belanja Modal Peralatan Mebeulsir dan Aksesori Rusangan
05 [Belanja Modsl Peralatan Dapur
D6 [Belanja Modal Peralatan Alat Ulcur
07 [Belanja Modal Peralatan Rambu -rambu /Patok Tanah
08 [Belanja Modal Peralatan khusus Keschatan
09 |Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/ Perikanan /Peternakan
10 j8 Modal Mesin
11 [Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Berat
90-99 [Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat La innya
IH::I,n.njn Model Kendaraan
Ul |Belanja Modal Honor Tim yang Melakssanakan Kegiatan
02 |Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
03 [Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
0% [Belanja Modal Kendarasn Air Bermotor
a5 lanja Modal Angimtﬂn Air Tidak Bermotor
90-99 [Belanja Modal Kendarsan Lainnya
IHrlﬂ.n_.ia Madal Gedung, Bangunan dan Taman
01 F:my’a Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

o2 anja Maodal Bahan Baku
03

4 ﬁ-lchmja Modal Scwa Peralatan
[Belanja Modal J alan/Prasarans J alan
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01 [Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
[Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Bahan Baku
Belonja Modol Sews Peralaton
|Belanja Modal Jembatan
01 _[Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
[Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
Belanja Modsl Bahsn Baku
Belanja Modal Sewsa Peralatan
Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase/Air Limbah / Persampahan
01 [Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
lanja Modal Bahan Baku
IBcla.nja Modal Scewa Peralatan
[Belanja Modsl J aringan/Instalasi
01 |Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
02 [Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Bahan Baku
Helanja Modal Sewa Peralatan
Helania Modal lainnya
[Belan ja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
[Belanja Modal khusus Olahraga
[Pelanja Modal khusus Kesenian [Kebudayaan [ keagamaan
Belanja Modal Tumbuhan/ Tanamean
Belanje Modal Hewan
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90-99 [Belanja Modal Lainnya

[Belanja Tak Terduga

£ N B

[Belanja Tak Terduga

01

[Belanja Tak Terduga

PEMBIAYAAN
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[SILPA Tehun Sebelumnya
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|Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

|Penerimaan Pembiayasn Lainnya
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Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN /KOTA...Nama Kabupaten /Kota)
PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

enimbang : 8- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

» ’ wujud dari pengelolaan kgzgngan Desa di akan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar -besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun An
yang disusun sesual dengan kebutuhan
Eenyclengga:aan pemerintahan  Desa berdasarkan prinsip

ebersamaan, efisiensi, berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandinian sechingga
mﬂﬂﬂlptﬂt:ﬁn landasan bakuat dalam _ mc]ﬂw

merintahan dan mbangunan menuju  masyaraka
ggng adil, makmur, da%: sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pcrt:imbanglan sebagaimana dimaksud

. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ...... :

Mengingat

3. oiliietinesmaidasaree st st e sisd sesavenenannanrene s DA SCIETUANYA,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan perincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.aaaananvea:
2. Belanja Desa | 24 o O
Surplus/Defisit Rp:asrnsmaan

1. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. caasauaeninen
b. Pengeluaran Pembiayaan BY. s s
Selisih Pembiayaan (a — b)) Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran yang 'tlnerupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa,;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. dg.t;tar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahunanggaran sebelumnya, jika
ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk nanggulan
) bencana, keadaan d_a.l?l?l'ﬂt, dan mendesak. o P o

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia an nnya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturanDesa tentang peru

APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi kriteria:
a. bukan meru kegiatan normal }éaaﬁ[ aktivitas pemerintah Desa dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢, berada diluar kendali dan pen h pemerintahDesa;

d. memiliki dampak .?ﬂﬂ% si terhadap an dalam ran%a
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/fatau
permasalahan sosial;

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. B:gﬁ;gahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
b. mdaan' yang menyebabkan harus dilakukan pergescran antar objck belanja;
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA
akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului

perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannyakepada BPD.




Contoh Format APB Desa

Contoh:

ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING

URALAN

ANGGARAN

SUMBER DANA

1

5

b

PENDAPATAN

PADesa

Transfer

AR AR -

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANIA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemernintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa

Belanja Pegawal

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipll Statistik dan
Kearsipan

a

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan{Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dif)

o1

Befanja Barang dan lasa

Pelaksanaan Pembangunan Dess

Pendidikan

Fod | Pl | R | =

Pembangunan/Reha bilitasi/Peningkatan SaranaPrasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan

DesafSanggar Belajar




(]

05 5 3 |Belanja Modal

n

Mendeaak

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Penanggulangan Bencana

5 4 |Belanja Tak Terduga

njonfangcn

ot | | |

Keadaan Darurat

5 4 |Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBIAY AAN

|
5

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bndang;
b. sub bidang; dan
C. kegiatan

=  diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dar Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:
Bagizn pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.,
- Bagian Belanja diisi:

a. Belanga; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegatan)

- Bagian Pembiayaan diisi :
a, Pembiayaan;
b. Kelompol pembiayaan.

 diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan koderekening lihat

lampiran A Permendagri ini)

xdiisi dengan jumiah anggaran yang ditetapkan

: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam

1.c) terkait

kegiatan (kolom




& =

Contoh Format Ran Perkades tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan B Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA ....[Nama Kabupaten/Kota)
PERA TURAN KEPALA DESA... [Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DESA
TAHUN ANGGARAN .......coocivninannn
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Desa
Nomof....... Tahun............ tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDesa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran;

b St A R N M AN O e mm v m s 18 dan seterusnya,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJ ABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DESA.... TAHUN
ANGGARAN .....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...... terdiri
dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp.asa.
b. Transfer By ciiiivassang
c. Lain-lain Pendapatan yang sah RP-ccessinssiersesos

Jumlah Pendapatan RE.......cconsersnnin



al

lFﬂlaﬂnﬂn administrasi wmom

udukan (Surat
Pt:ny_ntarf Pelayanan KTP, Kariu
Keluarga, dll)

01

Belanja Barang dan J asa

o1

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

05

ﬁ:::nfﬂdmhﬂ]lﬂmﬁ‘mnn

f rpualakaan,fTama_u Bacaan
Desa/Sanggar Delajar

L]

Belanja Modal

7

Belanja Modal Gedung dan

05|

{nlm )

. |#Rincian Obyek Belanja>

O | ] B | B2

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak

Penangpulsngem Bencana

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

njenfenjangon

888|8

SE

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiILPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

—_

Pembentukan Dana Cadangan

Ghihihh S| Ch

= e e

Pembentukan Dana Dada:naan

ds

SELISIH PEMBIAYAAN




Contoh Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar -besarmnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap
tahun dengan Peraturan Desa.

. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan

asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri

perlu  mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJ UAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1.

Maksud :

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelol aan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.

. Tujuan Umum :

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau
Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.




a

e E

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Ewvaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang melip uti identifikasi kelengkapan data dan informasi

terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi

penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan

materidengan RPJM Desa dan RKP Desa;

. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

. Aspek legalitas vang meliputi identifikasi peraturan -peraturan yang melandasi

penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansidan materi

dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

a.Langkah -langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:

1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan
evaluasi oleh Bupati.

2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a. Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten;

b. Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan
lainnya;

¢ Anggota : SKPD terkait.

3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati dapat mendelegasikan

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau
scbutan lainnya.
Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan cvaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:




- a. Ketua : Camat
B b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
: c. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait
5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan

evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

6) Segala biaya yang d ibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama
a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakatibersama BPD; dan/atau
b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
telahdisepakati bersama BFPD.
. 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a. Disampaikan oleh Desa
1. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
(untuk evaluasiRancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara
hasil musyawarah,; atau
2. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
3.Rencana Pembangunan .J angka Menengah Desa (RPJM Desa).
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
5. Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan mod al BUMDes, dll)
™ b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi
1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal -usal dan lokal berskala Desa;
Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan
hakasal-usul dan lokal berskal desa;
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/J asa diDesa;
Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa,
9. Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa; dan
10. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

o

Lo i




2.Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a.Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
1. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
a) Kepatuhan atas kelengk apan penyampaian dokumen evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi,
¢) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;
d) Kesesuaian Rancangan peraturan ya ng akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

2. Langkah -langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;

€) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor , tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas wakiu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkahl s/d4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah
Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi
dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebija kan dan strukiur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah -
langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir .

3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perub ahan APB Desa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati.
L.alz?;'a.n hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan
kepada :
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau

sebutan lainnya; dan

b. Inspektorat Kabupaten.
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Contoh Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB
Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA....... . (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA.. [Nama Desal)
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG
PENJ ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A
DESA

TAHUN ANGGARAN ......cccceevvevenees
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

imbang : bahwa sem%al laksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Mcnum " Nomor. o tentan%ah Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Tu
menﬂtg kan Peraturan Kepala Desa tentang f‘:’.‘.‘l’ljﬂbp::ﬂﬂ
Pendapatan da n Belanja Desa (Nama

Desa] Tahun Anggaran ;

Mengingat 1
4. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  PENJ ABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
Angg&ran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
mula ber]umlah Rp ....... R (- )s
hertamhahfhcrkumng scjumlah Rp... (-+sssenn ) sehingga
menjadi Rp... S | dengan rincian sebagm berikut:
1. Pcndapatan Deaa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula RP. ciuasminasanis
b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah PADesa setelah perubahan 4




1.2. Transfer

a. Semula 24 o

b. Bertambah/(berkurang) Rpisioi
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula | 14 »

b. Bertambah / (berkurang) BBuuiccsiasin
Jumlah lain -lain pendapatan yang sah
setelah perubahan BB ccnnniinicioismans
Jumlah Pendapatan setelah perubahan - N N —

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp.......
b.-Bertambah / (berkurangj Ry
Jumiah setelah perubahan o 3 Yo

2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)

o Jumlah setelah perubahan

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula 2+ +
b. Bertambah /(berkurang) B sonusivnisiie
Jumlah setelah perubahan Rpia

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula
b. Bertambah//(berkurang)
Jumlah setelah perubahan 54 » N

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a, Semula
b. Bertambah/(b erkurang)
Jumlah setelah perubahan
Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit) setelah perubahan |34

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 24 « T,

b. Bertambah /(berkurang) R cuivsniiniies

Jumlah setelah perubahan Rp...

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula BB minsinniitn

b. Bertambah/(berkurang) R iiGavaion

Jumlah setelah perubahan 5 < - NN
Selisih Pembiayaan setelah perubahan 4« T

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) yang disusun olehKepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana
kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Dﬂga ini gan penempatannya dalam Berita %csa .. [Nama Desa)

Ditetapkan di ....................
pada tanggal ................

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA
Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama
Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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Contoh Format Buku Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

...........

------------------------------------------

No.| Tanggal | Nomaor Uraian Penerimaan | Pengeluaran [(Rp) Feuﬂnhaﬁau Saldo Kas
Bukt dari Kas ke t&?m (Rp.)
Belanja Belanj
(Rp) Bamﬁlg Modfi]a
dan Jasa
1 3 4 5 6 7 B Q
Pindahan J
umlahdari
halaman
|sebelumnya
J umlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
B Kaur,f ................. i b
b e e R S e )

Cara pengisian:

: diisi dengan nomor urut.

: diisi dengan tanggal tr ansaksi,
i) Glngan ureian temaanes e
: diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
 dist dengan Jenis peageluaran belania o

: diisi dengan jumlah
: diisi dengan jumlah

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 8
Kolom 9

Kolom 10

,Kutum 11

belanja h&mnﬂfdﬂn jasa.

dikembalikan ke Kas Desa.

salo kas dblam rupiah.




*  Contoh Format Buku Pembantu Kegiatan

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

Nama Kegiatan: .......ccimemmmsssnsnssnsssesanss
No. | Tanggal Hurrkz:r Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
Bukti Barang/ Bukti Setor (Rp.)
Uang (Rp) T ke ke b
[Volumae) 1
1 2 3 4 5 B 8
Pindahan
Humiah darihalaman
sebetumnya 1
. Jumiah
I Total
Kaur/Kasi

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomeor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal
transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor buldt transaksi.
Kelom 4 : diisi nama /sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
, Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yvang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor /pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8

: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.
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Contoh Format Surat Permintaan Pembayaran
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA ..ccconvaasrassrmasanson KECAMATAN ....ccocicianninnmaicnnanisnsass
TAHUN ANGGARAN ................
Bidang i e L e
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN J UMLAH
No URAIAN ANGOARAN s SEKARANG SAMPAI SISA
LALDU %T DANA
. (Rp.) (Rp.) (Rp.) f-R] (Rp.)
p+
1 2 3 4 5 6 7
J UMLAH
................. RTINS ) | S
Telah dilakukan
verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/ Kasi......ccoceeinnimnanns
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ti-liil'i'!!‘f++"I'"'"i++++P'!l-'l'li"lﬂii"l'lilil-l'ltrl'-l
Disetujui untuk dibayarkan Telah dibayar
’ hinas Kepala Desa, Kaur Keuangan,
......................................... Fiossasnnsonsessevsnerprsssirsnssnmssrisss
Cara pengisian:

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode reke ning sesuai APB Desa.

Kolom 1 : dengan nomor urat.

Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintasn dana sampai saat ini.

lﬂ Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

ol B oo o



Contoh Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA . ociaicaanaiiam KECAMATAN .........cccioirinnrinnnirasennns
TAHUN ANGGARAN ................
BT e sesessnesain
Sub Bidang
Begialan [ .cciccciccinccsicieinismacaneanes
NO. PENERIM URAIAN J
A UMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti -bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

11. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

12. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
13. Kegiatan diisi dengan nomen klatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
14. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

15. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.

16. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

17. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

18. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.
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Contoh Format Pembantu Bukn Kas Umum

BUKU PEMBANTU PANJAR

DEBA. ...l KECAMATAN. .....cccnnemnmnrnnnnn
TAHUN ANGGARAN.. .cioiiiiieummsniiinanssissiasiosass
No.| Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian | Pertanggung - Saldo
Bukti . (Rp) jawaban Panjar (Rp)
1 2 3 4 3 6 7 8
. Kaur Keuangan
)
Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukii transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pe mberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Eolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor /pemberitahuan kepada Bendahara,
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebag ai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Des




Kantor Desa :<...Mama Desa_ ¥
Kabupaten/Kota :<_.Kabupaten/Kota, >
Tenda Bukli Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <., Nama Desa _.>

Uang sebesar : Rp <. Jumiah dalam angka... £
(.. Jumiah dalam huruf...)

(. Jumish datam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran ¢ <. Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/8elania) .. ..oon.ee... amaga s iSF
<.._Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Keglatan/Belanja)..... ..o »
Catatan Kewangan <_Desa.., <.t bin, th_>
Yang Memberi,
. Yang Menerima,
<.MNama Pemberi,. > <...Nama Penerima...>
Kepoils D




Contoh Format Laporan Pelaksanaan Angguran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESASEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URALAN

ANGGARAN(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

{Rp)

SUMBER
DANA

PENDAPATAN

|PADes

[Hasil usaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain -lain

o | | b | | o | | s |

(TR RN CE R Y R T

|Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa

-9
Lot

<Obyek Pendapatans

dst..

JUMLAH PENDAPATAN

BELANIA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
I Tetap, Tunjangan danOperasional
Pemerintakan Desa

Penyediaan Penghasilan Tatap dan
Tunjangan Kepala Dasg

11 |]o1 | 5 1 Belanja Pegawal
o1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa
1] 1 |03 5 1 <Rincian Obyek Belanja>

Adminlstrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

Pelayanan adminis trasi umum dan
kependudukan {Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu

Keluarga, dil)

Belanjz Barang dan lasa

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanjas

Pelaksanaan Pembangunan Desa




[ 41

21 1 Pendidikan
21 1105 Pembangunan fRehabilitasif Peningl
atan Sarana Prasarans
Perpustakasn /Taman Bacaan
Desa/Sangear Belajar
2 1|05 5 3 Belanja Modal
2] 1|05 5| 3| 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
1| 1]os] 5] 3] 4 | ... |<Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana, Keadasn
Darurat dan Mendesak
5| 1 Penanggulangan Bencana
5| 1]00 5 4 E'E!lﬂﬂmulﬂ.l_'lgﬂn Bencana
5| 1|o0]| 5| 4 Belanja Tak Terduga
5| 1|00 5| 4|00 Belanja Tak Terduga
5] 1|00] 5] a]o0 Belanja Tak Terdugs
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6] 1 Penerimaan Pembiayaan
6] 1] 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6] 1] 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6] 2 Pengeluaran Pembiayaan
el 211 Pembentukan Dana Cadangan
6] 2| 2 Pembentukan Dana Cadangan
dst
SELISIH PEMBIAYA AN
...................................... )
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. Bub Bidang; dan
C. kegiatan.
Kolom 2  : diisi berdasarkan kasifikasi ckonomi  terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
Kolom 3  : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Kolom 4  : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunaksan
Kolom 6  : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam

kegiatan




Contoh Format Laporan Kenangan

LAMFIRAN 1T PERATURAN DESA NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA

Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x1

Dafiar Isi

1 Laporan Realisasi APBDes
Il Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
1 Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
2 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
3 Pendapatan Asli Desa
4 Dana Desa
5 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
6 Alokasi Dana Desa
T Bantuan Keuangan Propinsi
8 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
9 Pendapatan Lain lain
Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembanpunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
BelanjaBida ng Pemberdayaan Kemasyaratan Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Pembiayaan

Aset Desa

Penyertaan Modal Desa

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Asct Tetap Desa

LU B rsiinasisopinins sty

halaman

MM oMoM oW B M B B M b B M OB M M M oMM M

M



Contoh Format Laporan Realisasi AFB Desa

Mendesak Dess

JUMLAH BELANJ A
SURPLUS /{DEFISIT)

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran i
s PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAHUN BERJ ALAN

C.14

PENDAPATAN Ref Anggaran Realisasi oo/
kurang

Pendapatan Ash Desa [ o J F i XK. XXX XX

Pendapatan Transfer
Dena Dess ol | EXNEXX XXX ERX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Dasrah .4 X ARE.KKX oo
Alokasi Dana Desa C.3 FER.XEK XX K WEX
Bantuan Keuongan Promins C.6 AN WX XXX K
Bantuan Keuangan Kasbupaten/kota C.7T XK XXX 0L XHK b2 ]
Pendapatan Lain lain ca — xoruxx 0 EEXXXX 0000 Exx
JUMLAH PENDAPATAN _ MNMNNNN O XXKAKXX X kux

BELANJ A

Bidang Penyelenggarasn pemeriniah Desa C.9 dan C15 XK AN XXK AXX
Bidang Pelaksanamm Pembangunan Desa C.10 dan C15 AN XXX OO XXX XXX
Bidang Pembinasn Kemasyaratan Dess C.11 dan C15 XA XXE TER.KEX XXX
Bidang Pemberdayssn Masyarakat Desa C.12 dan C15 ERE.ERX XXX 300K XX
Bidang Penangnlangsn Bencena, Keadaan Darurat dan C.13 dan C15 XXX K XK XXX

Lihat Catatan Atss Laporan Keuangan y ang merupakan begian yang tidak terpisshican dari lzporen keuangan




Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM,

Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A, Informasi Umum

Femenntah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan
KeputusanBupati No. ... Tanggal......, saal ini kepenpurusan Pemerintshan Desa ABC

|. Kepala Desa . XXXXX
2. Sckretaris Desa ;- YYYYY

3. Bendahara Desa : Z2227

Kantor Pemerintahan Des a beralamat di .

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

» Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesoai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatast pada saat kas dileimsa di Bank atau Kas dan Belanja dicatal pada saat kas

dikeluarkandan telah bersifal definitif.
C. Rincian Pos Lapornn Kenangan

1. Rekonsilins: SILPA dan Kasl

SILPA tahun anggaran 20x1 .0, 9, ¢
" Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara X
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran begalan XXX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan XXX
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XX
Saldo Kas per 31 Descmber 20x1 X XXX
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdini dari:
Anggaran Realisasi I:fﬁg”
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha XXX XXX XK KX
b. Hasil Aset 3000, XK N KNH RXX
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong XXX XHK XRRXNX ool
d. Lain-lain PADes yvang sah XEX.-XEX XAK. XXX KXX
EEX XXX 3000 XXX 300X
3. Dana Desg
" Dana Desa merupakan penerimasm desa yang diperoleh dari APBN, J umlah penerimaan Dana D esa
selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
Angparan  Realisasi [:;.]:_:—;:”
Tahap 1 XEXXEX XAK. KX XX
Tahap 2 3000 XHE LK XN
0L XHX MO KKK P

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

Anggaran Realisasi [L!:r:nf.h;j,-"
Tahap 1 ERX. XXX XXX XXX X
Tahap 2 R XXX KX XXX XXX
30X KKK  ERR. KRR % 0.8
5. Alokasi Dana Desa (ADID)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (A DD) adalab se bagni beilout:
Anggaran Realinasi (Lebih)/
kurang
Tahap 1 HEX. XM MK XK E
Tahap 2 EXX.KXX .




¥

14. Belanja Desa dalam klasifikas ckonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai herikoat

Anggaran Realisasi u.rg_;,hg”
Belanja Pegawai
Penghasilun Tetap dan Tunjangan Kepala Desa FAK.XEX RRE. KX XXX
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa XXX, KXX XRX.KEX X
Jaminan Keschatan Kcpala Desa dan Perangkat
Desa XK ONN EXK MW XX
Tunmjangan BFD X NN XXX XX 4.5 4
HHX. X FEEXXx XX
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor R KKK KRX. KKK K
Belanja .Jasa Honorarium O, 300K NONR, MM wMK
Belanja Operasional Aparatur Desa 0L XXX XN X
Belanja Jasa Sewa ERE KK LK AKX
Belanja Operasional Perkanloran AN HEE X AXH K
Belanja Pemeliharaan XK XN EEX. XXX XK
Belanja Barang dan Jasa yang Discrahkan kepada
Masyarakal pot. o B,0.8.4 poi B b.%.4 hoes 4
XXX XXX XXX K XXX
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah EEXXKX EXXKKK xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat LN ERHLNNK K
Belanja Modal Kendaraan HEHHKK XK KKK XXX
Belanga Modal Gedung dan Bangunan KKK KKK XKX.KKR XWX
Belanja Modal Jalan 3003000 OO0 KN X
Belanja Modal Jembatan 0. AKX XL XXX xx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air SungaifDrainase ERL.ERR KA. XKX XX
Belamja Modal J aringan [ Instalasi 300 XK HOOH. WK 300K
Belanja Modal lainnya XER. KRR XEX XXX X000
EXK. XXX XXX, XXX XXX
15. Belanja Desa dala m klasifikssi Sub Bidang (Fungsi)
Anggarnam Realisasi [:-:iﬁhg”
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelengearaan Belanja Penghuasilan bt 445 444 OO, SON0K XXX
Tetap, Tunjangan dan Operasional PemerintahanDesa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerininhan Desa XA XXX WL HKX HEE
Sub Bidang Administrasi Kependudulkan, XKX. KKK XX XEX xxx
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tals Praja Pemeri ntahan, Perencanaan, bs s XK. XXX XN

Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan AR TN XK, KR NEX




Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penatnan Ruang

Bub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mincral
Sub Bidang Pariwisala

Bldang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Belanja - Bidang Pemberdayaan Mas yarakst Desa
Sub Bidang Kebudayaan dan HOOL XXX
Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan OO XX
Olah Raga

Sub Bidang Kelautan dan Perikbanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Per empuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

(UMKM,)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan

Darural dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Bub Bidang Keadsan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pelindungan Masyarakat
16. Pemhbiayaan

KHE.XKE ERX. XXX XXX
XK. XX XK XK
EXK.EXX EXX_ XXX bl s s
HXK-EXX EXX XXX EEX
OO XXX XXX KXX XXX
XXX XXX AXX XXX XXX
XXX XXX KR Xxx
XK. XXX XXX XAX AXX
R X SNE.NME EX
XXX EXX TRE.EXXX XXX
EER.EXX EXR-KXX EXX
EHEEXX EXX.EXK XXX
3 M ¥ex
MO R0 XN
KXX. KKK XK. XXX KEX
KRR AKX XXX XXX XX
HME AKX X XXX =X
X0 XK X XXX X
b & 5 XX XK XX
KXX. XXX XXX . XXX XX
XXX XXX X XXX P
v v b 0.0.1 XN KXK XXX
00 NNX OO RXX XXX
XK. RXX OO RO XXX
XXX-XEXK KK KXX EEX
EEXXXX XXX XXX EXX

Jumlah netto pembiaynan tahun anggaran 20x] adalah s ebagai berlu t:

Penerimasn Pombiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembigyaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kelkayaan Desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dama Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

17. Aset Dese
Pernlehan aset desa adalah sebag ai berikot,

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan

Jalan

Jembatan
Irigasi / Embung/Air Sungai/Drainase
Jaringan /Instalas

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing -masing klasifikasi diatas dapal dilihat pada lampiran ...

Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut oo ojome HH_KEX

. {Lebih)/
Anggaran Realisasi kuran
T XL MEX 300 0K R
b, 600 A b O XXX
MK MK XXX XX
XXX.XXK K. XXX XX
R HOHK EXE.KXX KRN
KR KKK XXX XXX XXX
XHR. KR AR R XER
KKK KXX XX XXX EXR
EXX XXX XXX XKX p w09
20 20x1 Pengurangan
pergurangan
XXX HEK KKK KRX XK
FOOH. X XXX _XEX XXE
KK XER EAX XXX KEX
S XX AKX bl s
XXX XXX R NNAX XX
W _HHX XL KAK XX
XXX XXX XN MNX XXX
EXX.XXX EXX. XXX XXX
RN X TN XXX IOCK
XX
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